
5. Undang}

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4110);

2. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4724);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5)huruf
g Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Langsa, perlu dilakukan penataan kelembagaan
penyelenggara urusan pemerintahan bidang penanaman
modal;

b. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 57 Tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Langsa be1um mengakomodir
kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan
penyetaraan jabatan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Langsa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
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BAB I .}.

PERATURANWALIKOTATENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
PENANAMANMODALDAN PELAYANANTERPADU SATUPINTU
KOTALANGSA.

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan
Fungsional Penata Perizinan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;

12. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimaan telah diubah
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 ten tang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

Menetapkan :



BABII?

adalah jabatan
menjadi jabatan
dari Kementerian

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembatu Walikota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Langsa.

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

11. Kepala Bidang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa.

14.Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
UPfD adalah UPfD pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

16.Jabatan Fungsional Penyetaraan
pengawas / eselon IV yang dialihkan
fungsional sesuai dengan persetujuan
Dalam Negeri Republik Indonesia.

17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu Perizinan dan non Perizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan
dan nonPerizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen
yang dilakukan dalam satu tempat.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM



a. Jabatan ./'

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat;
c. BidangPenanaman Modal;
d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
NonPerizinan;

e. Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan;
dan

f. KelompokJabatan Fungsional;
(2)Sekretariat terdiri atas:

a. Sub BagianUmumdan Kepegawaian;dan
b. Jabatan FungsionalAnalisAnggaran.

(3)BidangPenanaman Modal,terdiri atas:

Pasal4

BagianKedua
Susunan

(1) Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa adalah Perangkat Daerah sebagai unsur
Pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang penanaman
modal.

(2)Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekda.

(3)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

(4)Bidang dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas;

(5) Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

(6)Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan
masing-masing Bidang berada di bawah dan bertangung
jawab kepada Sekretaris dan kepala Bidang yang
bersesuaian.

Pasal3

BABIII
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa.

Pasa12

BABII
PENETAPAN



1. pengelolaan ~

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penetapan program kerja di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

c. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f. penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap
penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

J. penyusunan standar pelayanan dan maklumat di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Pasal6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang penanaman
modal, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
secara terpadu.

Pasal 5

BABrv
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

a. Jabatan Fungsional Penata KelolaPenanaman Modal: dan
b. Jabatan Fungsional Penata KelolaPenanaman Modal~

(4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
NonPerizinan, terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
b. Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

(5) Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri
atas:
a. Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
b. Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



g. pengawasan .!f.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal
8, Sekretariatmempunyaifungsi :
a. penyusunan programkerja di lingkungansekretariat;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum
dan aparatur, serta pengelolaankeuangan dan aset;

c. pengkoordinasiandan fasilitasiterhadap penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta
pengelolaankeuangan dan aset;

d. pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta
keuangan dan aset;

e. penyelarasan dan kompilasipenyusunan rencana kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana
kerja,monitoringdan evaluasi, pengelolaankeuangan dan aset
serta umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan
penmdang-undangan;

Pasa19

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan,
kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan
administrasi, penyusunan program, data, informasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan jabatan
fungsionalpenyetaraan.

Pasal8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang
pelayanan administrasi, umum, kepegawaiaan, dokumentasi,
tatalaksana dan keuangaan, penyusunan program, data,
informasi,pemantauan, evaluasidan pelaporan.

Pasal 7

BagianKedua
Sekretariat

1. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan
mudah diakses;

m.penanganan pengaduan;
n. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kepuasan masyarakat
terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan
NonPerizinan secara periodik melalui Survey Kepuasan
Masyarakat;

o. pelak.san.a~ koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga
terkait di bidang penanaman modal, pelayanan Perizinandan
NonPerizinan;

p. penyampaian laporan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
kepadaWalikotasecara periodik;

q. pelaksaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Walikotasesuai tugas dan fungsinya;dan



c. pelaksanaan.~

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalamPasal
12,BidangPenanamanModalmempunyaifungsi:
a. penyusunan program kegiatan pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan
penanaman modal serta pengendalian pelaksanaan
penanaman modal.

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
pengembanganiklimpenanaman modal, promosipenanaman
modal, pelayanan penanaman modal serta pengendalian
pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 13

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan
kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, promosi
penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pembinaan
jabatan fungsionalpenyetaraan.

Pasal12

Bidang penanaman modal unsur pelaksana teknis, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawabkepada KepalaDinas.

Pasal 11

BagianKetiga
BidangPenanamanModal

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas
melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang
meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat,
kerumahtanggaan, perlengkapan, barang milik daerah,
dokumentasi, perjalananan dinas, hubungan masyarakat
serta administrasi kepegawaian.

(2)Jabatan Fungsional Analis Anggaran mempunyai tugas
melakukan pengumpulan bahan penyusunan program dan
kegiatan, penyusunan anggaran, verifikator,
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan FungsionalAnalis
Anggaransesuai denganketentuan.

PasallO

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan
pelayanan publik;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi;dan

j. pembinaanjabatan fungsionalpenyetaraan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. pe1aksanaan.~

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
NonPerizinanmempunyai fungsi:
a. penyusunan programdan kegiatan di bidangpenyelenggaraan
pelayanan Perizinandan NonPerizinan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraanpelayanan Perizinandan NonPerizinan;

Pasal17

Bidang PenyelanggaraanPelayanan Perizinan dan NonPerizinan
mempunyai tugas melakukan pelayanan Perizinan dan
NonPerizinanserta pembinaanjabatan fungsionalpenyetaraan.

Pasal16

Bidang PenyelenggaraanPelayanan Perizinan dan NonPerizinan
merupakan unsur pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaDinas.

Pasal 15

BagianKeempat
BidangPenyelenggaraanPelayananPerizinan

dan NonPerizinan

(1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
mempunyai tugas pengumpulan bahan dan data untuk
program kegiatan, menyusun kebijakan teknis,
pengembangan iklim penanaman modal, promosi
penanaman modal dan pelayanan penanaman modal serta
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata
KelolaPenanaman Modalsesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
penyusunan laporan realisasi investasi kegiatan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata
KelolaPenanaman Modalsesuai dengan ketentuan.

Pasal 14

c. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
melalui kegiatan realisasi kegiatan penanaman modal dan
pengawasan kepatuhan penanaman modal sesuai ketentuan
kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian
permasalahan dan hambatan penanaman modal;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
bidang penanaman modal.

f. pembinaanjabatan fungsionalpenyetaraan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



pelayanan .11-

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mempunyai tugas menerima pengaduan, mensosialisasikan
kebijakan, mengolah data dan menyusun laporan kinerja

Pasal20

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
merupakan unsur pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaDinas.

Pasal19

BagianKelima
BidangPengaduan,Kebijakandan PelaporanLayanan

(1)Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas
pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program
kegiatan, koordinasi, fasilitasi, dan menyusun standar
pelayanan serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan
Nonperizinan sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Transportasi,
Pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral,
Ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas dan fungsi
Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan
ketentuan.

(2)Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas
pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program
program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, dan menyusun
standar pelayanan serta pelaksanaan pelayanan perizinan
dan Nonperizinan sektor Kesehatan Obat dan Makanan,
Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan dan Kebudayaan,
Perikanan dan Kelautan, Pertanian serta melaksanakan
tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan
sesuai dengan ketentuan.

Pasal 18

c. pelaksanaan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara
online maupun offline sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. penyusunan standar pelayanan, standar operasional
prosedur, dan maklumat penyelenggaraan pelayanan
Perizinandan NonPerizinan;

e. pelaksanaan koordinasi pemrosesan, pengawasan
penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
secara terpadu dengan instansi daerah maupun instansi
pusat;

f. penyusunan data penyelenggaraanpelayanan Perizinan dan
NonPerizinan;

g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan
dan NonPerizinan;

h. pembinaanjabatan fungsionalpenyetaraan; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(1) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan

fungsional .2'-.

Pasal24

KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal23

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

(1) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas
pengumpulan bahan dan data untuk menyusun program
kegiatan, pelaksanaan penanganan pengaduan, dan
pelaksanaan survey kepuasan masyarakat serta
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata
Perizinan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas
melakukan sosialisasi kepatuhan hukum peraturan
perundang-undangan tentang perizinan dan nonperizinan,
mengolah data, menyusun laporan dan melaksanakan
kegiatan evaluasi kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata
Perizinan sesuai dengan ketentuan.

Pasal22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengaduan,
kebijakan dan pelaporan layanan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan terpadu satu
pintu;

d. pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan terpadu satu
pintu;

e. Pengolahan data pelayanan terpadu satu pintu;
f. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu secara periodik;

g. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik
dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

h. pelaksanaan evaluasi kinerja secara periodik terhadap
penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan
tingkat kepuasan masyarakat;

1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal21

pelayanan terpadu satu pintu serta pembinaan jabatan
fungsional penyetaraan.



Pasal29 I.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional
Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing­
masing.

(2) Setiap un sur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan
sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal28

BABVII
TATAKERJA

Jabatan pada Dinas sebagai berikut :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama

eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon IIl.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
d. Kepala Sub 8agian merupakanjabatan pengawas eselon IV.a.
e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan

fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

Pasal27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa126

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan pejabat fungsional penyetaraan diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan
Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal25

BABVI
KEPEGAWAIAN

fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.



BABX~

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing­
masing pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh
Walikota.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada
Badan ditetapkan oleh Walikota.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan pada Dinas
diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal33

BABIX
KETENTUANLAIN-LAIN

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional
penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal31

BABVIII
PEMBIAYAAN

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­
masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan
kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili
dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala
Sub Bagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk
mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah
seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan
melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal29



BERITADAERAHKOTALANGSATAHUN2023 NOMOR 1018

PIt. SEKRETARISDAERAHKOTALANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2023 M

8 Rajab 1444 H

f SAIDMAHDUMMAJID

\ fj.WA

Ditetapkan di Langsa
pada tangga130 Januari 2023 M

8 Rajab 1444 H

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah KotaLangsa.

Peraturan Walikota im mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal35

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan
Walikota Langsa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 631)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal34

BABX
KETENTUANPENUTUP
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